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TATA CARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : -bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek melalui
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, dan untuk mengoptimalkan proses
perencanaan, penyiapan, pengelolaaan kinerja, penatausahaan, pemantauan, dan
evaluasi pembiayaan proyek yang dibiayai melalui penerbitan surat berharga syariah
negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.70,
TLN No.4852), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP
No.16 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.42, TLN No.6853), Perpres No. 57 Tahun
2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021
No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022
No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai Proyek. Penerbitan SBSN
dalam rangka pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. perencanaan, pengusulan, dan pengalokasian anggaran Proyek yang
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
selesainya pelaksanaan Proyek; dan

b. pengelolaan terhadap Proyek dan/ atau objek hasil pembiayaan Proyek yang telah
dialokasikan dalam APBN, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2023 dan diundangkan
pada tanggal 13 Desember 2023

- Batang Tubuh hal. 1-30, Lampiran hal. 31-38.



